yo.id

PUTUSAN
Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.Pal

Thamrin bin Marijo, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman
di Jalan Anoa | Lorong Sintuvu Ntodea No. 120 B, RT/RW :
003/005, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan,

Kota Palu, sebagai Pemohon;

melawan

Rini M. binti Made Yonen, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di
kediaman terakhir di Jalan Anoa | Lorong Sintuvu Ntodea No.
120 B, RT/RW 003/005, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan
Palu Selatan, Kota Palu, sekarang keberadaan Termohon
tidak diketahui di seluruh Wilayah Republik Indonesia,

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
30 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada
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aigan register perkara Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.Pal,
al-hal sebagai berikut:
anggal 15 Januari 2017, Pemohon dan Termohon

pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta

rumah pribadi Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas. Selama
pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana
layaknya suami istri (Ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak ;

3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup
rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2021 Pemohon dan
Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
karena :

a. Termohon memiliki cicilan hutang dalam jumlah yang banyak di Bank,
Koperasi dan lain-lain
b.Termohon tidak bertanggung jawab atas hutang tersebut dan
memberikan tanggung jawab terhadap Pemohon untuk membayarnya.
c.Termohon pergi meninggalkan rumah disaat Pemohon sudah sakit-
sakitan ;

4. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, Termohon memutuskan untuk
pergi dari rumah pada bulan Februari 2021, sampai sekarang kurang
lebih 1 bulan lamanya. Sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak
memiliki hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri ;

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 145/165/1001/111/2021
maka benar Termohon yang tersebut diatas tidak diketahui
keberadaanya diseluruh wilayah Republik Indonesia ;

6. Bahwa Pemohon tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga ini
karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai ;
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Jasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon

|

H ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

ua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang

fpermohonan Pemohon ;
é’yﬁ kepada Pemohon (Thamrin bin Marijo) untuk menjatuhkan
ak said raj'i kepada Termohon (Rini M. binti Made Yonen) di hadapan

idarig Pengadilan Agama Palu ;

1.
e

\ e

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider
Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah
datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut melalui Radio Gema Angkasa Swara Alkhairaat pada tanggal
5 April 2021 dan tanggal 5 Mei 2021 dan tidak ternyata ketidakhadirannya
tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini
diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan
Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon
tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :
Bukti Surat.
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Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu
, Nomor 0034/034/1/2017 tanggal 16 Januari 2017 yang
gieh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Anoa |

Nomor 51, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, di

bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi -saudara
kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun
2017 namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan tinggal
bersama di rumah Pemohon sebagaimana layaknya suami isteri
kemudian terjadi percekcokan dan pertengkaran sejak tahun 2020;

- Bahwa penyebab percekcokan dan pertengkaran Pemohon dan
Termohon karena Termohon sering berhutang baik pada Bank maupun
pada koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2021 Termohon pergi meninggalkan
Pemohon tanpa diketahui kemana perginya;

- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, tidak pernah lagi
ada kabar beritanya hingga sekarang ini;

- Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama
kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya tanpa diketahui keberadaannya

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan kembali karena
Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon:.
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thamrin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
s5an Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bulu
glirahan Lasoani, Kecamatan Mantilkulore, Kota Palu, di

2017 namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan tinggal

bersama di rumah Pemohon sebagaimana layaknya suami isteri
kemudian terjadi percekcokan dan pertengkaran sejak tahun 2020;
- Bahwa penyebab percekcokan dan pertengkaran Pemohon dan
Termohon karena Pemohon sering berhutang baik pada Bank maupun
pada koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon dan gaji Pemohon
selama 13 tahun diambil semua oleh Termohon tanpa dikatahui oleh
Pemohon ;

- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2021 Termohon pergi meninggalkan
Pemohon yang dalam keadaan sakit dengan membawa uang Pemohon
tanpa diketahui kemana perginya;

- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, tidak pernah lagi
ada kabar beritanya hingga sekarang ini;

- Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama
kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya tanpa diketahui keberadaannya

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan kembali karena
Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon:.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan

apapun lagi dan mohon putusan;
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Infilk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
ahtum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
erpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

dir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun
2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan
tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak
hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak
bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat
(1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara
verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan
cerai adalah karena Termohon memiliki cicilan hutang dalam jumlah yang
banyak di Bank, Koperasi dan lain-lain , Termohon tidak bertanggung jawab
atas hutang tersebut dan memberikan tanggung jawab terhadap Pemohon
untuk membayarnya. Kemudian Termohon pergi meninggalkan Termohon
saat Pemohon sakit —sakitan sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena
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dengan Termohon pada tanggal 15 Januari 2017, relevan dengan dalil yang
hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta autentik
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah
pada tanggal 15 Januari 2017, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dan
keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam
duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain
dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta
tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua
saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan
kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis
dan keterangan saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum
yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah sejak tanggal 15 Januari
2017;
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alnya Pemohon dan Termohon rukun dan tinggal
imana layaknya suami isteri selama sebulan lamanya
jddi percekcokan dan pertengkaran terus-menerus karena
_- berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

bulan Februari 202i Termohon pergi meninggalkan

kembali rukun karena Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon telah pecah sedemikian rupa bahkan telah terjadi perpisahan
tempat tinggal sehingga tujuan perkawinan untuk  membentuk
keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019)
dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon
dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah
berusaha secara maksimal untuk menasehati Pemohon agar tetap
mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena
Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada
harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah
sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, apalagi keduanya telah berpisah
tempat tinggal bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan
atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan

lahir batin yang berkepanjangan bagi keduanya, sehingga oleh karenanya
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah

SWT dalam Al-quran Surat Al-Bagaorah ayat 227 :
& v d b Gld b P

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka
alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya
permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki
cukup alasan, maka permohonan Pemohon agar diizinkan untuk
menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan dengan memberi
izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon
Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009;
Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini
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MENGADILI:

adgpan sidang Pengadilan Agama Palu ;
n"'!".r

Ambebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Palu pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 Masehi bertepatan
dengan tanggal 23 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Hj. Muwafigoh, S.H., M.H.
sebagai Ketua Majelis, Dra. Narniati, SH., MH dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta
para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suhriah, S.H. sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya
Termohon.

Hakim Anggota Ketua Majelis,
Dra. Narniati, SH., MH Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.
Panitera Pengganti,

Suhriah, S.H.
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:Rp 20.000,00
:Rp 10.000,00
:Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 380.000,00
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Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera
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